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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta analisis
standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

3. Deskripsi adalah paparan yang ada pada setiap ASB yang
menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis
ASB.

4. Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor pemicu belanja
suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah
hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even,
tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.

5. Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap
untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi
adanya perubahan volume maupun target kinerja.

6. Belanja Variabel (Variable Cost) adalah belanja yang nilainya
dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk
melaksanakan kegiatan, semakin tinggi target yang
ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan,
demikian pula sebaliknya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah wunsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dan Kkegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.



10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2
ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan
nama kegiatan yang berlaku sama untuk SKPD yang bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
Kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3
ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman
dalam penyusunan RKA SKPD.

Pasal 4
ASB dilakukan secara bertahap, Kegiatan yang belum dilakukan
penghitungan ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional SKPD
dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 5
ASB dipergunakan dari mulai tahap perencanaan tahunan yaitu
pada saat penyusunan besaran anggaran didalam KUA dan PPAS.

Pasal 6
ASB dipergunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai
dasar dalam melakukan verifikasi RKA SKPD dan DPA SKPD.

Pasal 7
Ketentuan mengenai jenis kegiatan ASB tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Ketentuan mengenai perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALAIBAGIAN HUKUM,

{ .

| B>
UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001
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